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Abstrak 

 

Dalam penulisan ini membahas tentang ilmu hukum di iIndonesia. Beerbagai jenis 

dan macam aturan –aturan hukum diperuntukan bagi keadilan masyarakat di 

Indonesia. Hak masyarakat bersama sama mencarri keadilan untuk kemaslahatan. 

Hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan atau 

hasrat individu yang egoistis dan kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik. 

Kehadiran hukum justru mau menegakkan keseimbangan perlakuan antara hak 

perorangan dan hak bersama. Oleh karena itu, secara hakiki hukum haruslah pasti 

dan adil sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. 

Kata Kunci : Kajian, Ilmu Hukum, Indonesia.  

 

 

 

 

 

 

Pendahuluan  

Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat 

manusia sehingga di dalam masyarakat selalu ada sistem hukum, ada masyarakat ada 

norma hukum (ubi societas ibi ius). Hal tersebut dimaksudkan oleh Cicero bahwa tata 

hukum harus mengacu pada penghormatan dan perlindungan bagi keluhuran martabat 

manusia. Hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan 

atau hasrat individu yang egoistis dan kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik. 

Kehadiran hukum justru mau menegakkan keseimbangan perlakuan antara hak 

mailto:syahrudinmhd@gmail.com
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perorangan dan hak bersama. Oleh karena itu, secara hakiki hukum haruslah pasti dan 

adil sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. 

Hal tersebut menunjukkan pada hakikatnya para penegak hukum (Hakim, Komisi 

Pemberantas Korupsi, Jaksa, Notaris, dan Polisi) adalah pembela kebenaran dan 

keadilan sehingga para penegak hukum harus menjalankan dengan itikad baik dan 

ikhlas, sehingga profesi hukum merupakan profesi terhormat dan luhur (officiumnobile). 

Oleh karena mulia dan terhormat, profesional hukum sudah semestinya merasakan 

profesi ini sebagai pilihan dan sekaligus panggilan hidupnya untuk melayani sesama di 

bidang hukum. Akan tetapi, ironisnya para profesi hukum kurang memiliki kesadaran 

dan kepedulian sosial. Hal ini dapat dilihat para pakar hukum menjadi orang- orang 

sewaan yang dibayar mahal oleh kliennya, pelayanan hanya diberikan kepada orang-

orang yang berdiut saja. 

Dalam pandangan ain juga hukum merupakan suatu tatanan perbuatan manusia. 

“Tatanan” adalah suatu sistem aturan. Hukum bukanlah, seperti yang terkadang 

dikatakan sebuah peraturan. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung 

semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah system. 

Pernyataan bahwa hukum merupakan sebuah tatanan perbuatan manusia tidak 

berarti bahwa tatanan hukum hanya berkenaan dengan perbuatan manusia; bahwa tidak 

ada hal lain kecuali perbuatan manusia yang masuk ke dalam isi dari peraturan- 

peraturan hukum-hukum. Pernyataan “Tatanan sosial tertentu yang memiliki karakter 

hukum merupakan suatu tatanan Hukum,” tidak mengandung pertimbangan moral 

bahwa tatanan sosial ini baik atau adil. Ada tatanan hukum yang dari sudut pandang 

tertentu, tidakadil.HukumdanKeadilanadalahduakonsepyangberbeda.Upayauntuk 
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membebaskan konsep hukum dari ide keadilan bukanlah persoalan mudah, sebab kedua 

konsep tersebut selalu dicampuradukan di dalam pemikiran politik yang tidak ilmiahdan 

juga didalam pembicaraan umum, dan karena pencampuradukan kedua konsep ini 

berkaitan dengan kecenderungan ideologis untuk membuat hukum positif tampak adil. 

Hukum yang dibedakan dari keadilan adalah hukum positif. 

 

Pembahasan  

Pengertian Hukum 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah peraturan atau adat yang 

secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. 

Pengertian lain dalam KBBI, hukum adalah undang-undang, peraturan dan sebagainya 

untukmengaturpergaulanhidupmasyarakat.KBBIjugamenjelaskanartihukumadalah 

patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu. 

Dalam KBBI hukum berarti keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim 

(dalam pengadilan) atau vonis. 

Menurut Kamus Oxford, hukum adalah sistem peraturan yang diakui oleh suatu 

negara atau komunitas tertentu sebagai pengatur tindakan para anggotanya dan yang 

dapat ditegakkan dengan pengenaan hukuman. Dalam Kamus Cambridge, hukumadalah 

aturan, biasanya dibuat oleh pemerintah, yang digunakan untuk mengatur cara perilaku 

masyarakat. Hukum diartikan sebagai sistem aturan negara, kelompok, atau bidang 

kegiatan tertentu. Hukum juga berarti aturan umum yang menyatakan apa yang selalu 

terjadi ketika ada kondisi yang sama. 

Pengertian hukum menurut Hans Kelsen, ia menjelaskan bahwa hukum adalah 

sebagai gejala normatif, hukum sebagai gejala sosial. Hukum adalah tata aturan (order) 

sebagai suatu sistem aturan-aturan (rules) tentang perilaku manusia, sistem terpenting 

dalam hukum yakni melaksanakan rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk 

penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik. 

Sementara korupsi itu sendiri secara umum adalah penyalahgunaan wewenang 

yang ada pada pejabatpemerintahanatau pegawai wiraswasta demi keuntungan pribadi, 

keluarga, dan teman atau kelompoknya. Korupsi berasal dari kata “latin corrumpereatau 

corruptus” yang diambil dari kata hafila adalah penyimpangan dari kesucian (profanity), 

tindakan korupsi di katakan perbuatan tidak bermoral, kebejatan,kebusukan, kerusakan, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Politik
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan
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ketidak jujuran, atau kecurangan. Dengan demikian korupsi memiliki konotasi adanya 

tindakan-tindakan hina, fitnah, tindak pidana korupsi, kejahatan berat yang diancam 

hukuman mati atau hal-hal buruk lainnya. Bahasa Eropa barat kemudian mengadopsi 

kata ini dengan sedikit modifikasi; Inggris: corruption, Prancis: coruption, Belanda: 

korrupte. Dan akhirnya dari bahasa Belanda terdapat penyesuaian ke bahasa Indonesia 

menjadi korupsi. 

 

SistemHukumDi Indonesia 

HukumdiIndonesia menganutsistemhukumcampuran,hukumagama danhukum 

adat.Mempunyai kontribusi awal terhadap pengembangan hukum di Indonesia yang 

terdiri dari sistem hukum Eropa Kontinental (Hukum sipil (sistemhukum). Keseluruhan 

hukum tersebut dimuat dan diatur dalam Peraturan perundang-undangan Indonesia di 

Indonesia. 

1. HukumCampuran(MixedLaw) 

Hukum campuran merujuk pada kombinasi berbagai elemen hukum legal 

yang telah dipaparkan di atas. Hukum campuran juga dikenal dengan sebutan 

hukum prulalistik. Ia menggabungkan beberapa sistem legal seperti hukum sipil, 

hukum adat, dan hukum agama. 

Hukum campuran kerap ditemukan di negara bekas jajahan, yang selepas 

kemerdekaannya masih mempertahankan beberapa elemen hukum kolonial dan 

menyesuaikannya dengan konteks masyarakat saat itu. 

2. HukumAgama(ReligiousLaw) 

Sistem hukum agama adalah sistem hukum yang diatur beradasarkan kitab 

suci dan kepercayaan agama. Hukum Islam atau hukum syariah adalah sistem 

hukum yang paling banyak diterapkan sebagai hukum agama. Ia mengatur 

kehidupan publik dan privat masyarakatnya. 

Lazimnya, hukum agama Islam kerap ditemukan di beberapa negara di benua 

Afrika, Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Selatan, dan juga diterapkan di negara- 

negara dengan masyarakat mayoritas muslim. 

3. HukumAdat(CustomaryLaw) 

Hukum adat berasal dari kebiasaan yang melekat di komunitas tertentu. Ciri 

lazim dari hukum adat biasanya berdasarkan hukum tak tertulis. Selain itu, adat 

yang berada di masyarakat sudah berlaku secara luas sehingga diterima secara 

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_adat
https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_adat
https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_sipil_(sistem_hukum)
https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_sipil_(sistem_hukum)
https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_perundang-undangan_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_perundang-undangan_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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hukum. Ia juga turut mengatur relasi sosial secara umum. 

Penerapan hukum adat biasanya ditemukan di negara-negara di Afrika dan 

Kepulauan Pasifik, serta beberapa negara di Asia. 

 Jenis-JenisHukum 

Adapunjenis-jenishukumterdiridari 9jenisyakni diantaranyasebagaiberikut: 

1. Hukum Perdata 

Salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki 

pada subyek hukum dan hubungan antara subyek hukum. 

Hukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan 

dari hukum publik yang harmonis. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang 

berkaitan dengan negara serta kepentingan umum (misalnya politik dan pemilu 

(hukum tata negara), kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau 

tata usaha negara), kejahatan (hukum pidana),dan hukum perdata mengatur 

hubungan antara politik dan pemilu, penduduk atau warga negara sehari-hari, 

seperti misalnya Politik, Tahapan Pemilu, perkawinan, perceraian, kematian, 

pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata 

lainnya 

2. HukumAcara Perdata 

Hukum acaraperdata adalah hukum yangmengatur tentangtata cara beracara 

(berperkara di badan peradilan) dalam lingkup hukum perdata. Dalam hukum acara 

perdata, dapat dilihat dalam berbagai peraturan Belanda dulu (misalnya; Het 

Herziene Inlandsh Reglement/HIR, RBG, RB,RO). 

3. HukumPidana 

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana terbagi 

menjadiduabagian, yaituhukumpidanamateriil danhukumpidanaformil.Hukum 

pidana materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, 

dan pidana (sanksi). Di Indonesia, pengaturan hukum pidana materiil diatur dalam 

kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Hukum pidana formil mengatur 

tentang pelaksanaan hukum pidana materiil. Di Indonesia, pengaturan hukum 

pidana formil telah disahkan dengan UU nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara 

pidana (KUHAP). 

4. HukumAcara Pidana 

Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beracara 
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(berperkara di badan peradilan) dalam lingkup hukum pidana. Hukum acara pidana 

di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU nomor 

8 tahun 1981). 

5. HukumTataNegara 

Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antara 

lain dasar pendirian, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara, 

hubungan hukum (hak dan kewajiban) antar lembaga negara, wilayah dan warga 

negara. Hukum tata negara mengatur mengenai negara dalam keadaan diam artinya 

bukan mengenai suatu keadaan nyata dari suatu negara tertentu (sistem 

pemerintahan, sistem pemilu, dll dari negara tertentu) tetapi lebih pada negara 

dalam arti luas. Hukum ini membicarakan negara dalam arti yang abstrak. 

6. HukumTataUsahaNegara 

Hukumtatausahanegaraatauhukumadministrasinegaraadalahhukum yang 

mengatur kegiatan administrasi negara. Yaitu hukum yang mengatur tata 

pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. 

Hukum administrasi negara memiliki kemiripan dengan hukum tata 

negara.kesamaanya terletak dalam hal kebijakan pemerintah,sedangkan dalam hal 

perbedaan hukum tata negara lebih mengacu kepada fungsi konstitusi/hukum dasar 

yang digunakan oleh suatu negara dalam hal pengaturan kebijakan 

pemerintah,untuk hukum administrasi negara di mana negara dalam "keadaan yang 

bergerak". Hukum tata usaha negara juga sering disebut HTN dalam arti sempit. 

7. HukumAntartataHukum 

Hukum antartata hukum adalah hukum yang mengatur hubungan antara dua 

golongan atau lebih yang tunduk pada ketentuan hukum yang berbeda. 

8. HukumAdat 

Hukumadatadalahhukumumumyangtidak tertulis. 

9. HukumIslam 

Hukum Islam di Indonesia umumnya hanya mengatur aspek-aspek hukum 

perdata di Indonesia, seperti pernikahan Islam, pembagian warisan, dan lain-lain. 

Provinsi Aceh merupakan satu-satunya provinsi yang menerapkan hukum pidana 

Islam dalam Pengadilan Agama setempat, sesuai pasal 15 ayat 2 Undang-Undang 

RI No. 4 Tahun 2004. 
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 IstilahHukumDi Indonesia 

Hukumjugamemiliki4 istilahyakni: 

1. Advokat 

Sejak berlakunya UU nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, sebutan bagi 

seseorangyangberprofesimemberikanbantuanhukumsecaraswasta - yangsemula 

terdiri dari berbagai sebutan, seperti advokat, pengacara, konsultan hukum, 

penasihat hukum - adalah advokat. 

2. AdvokatdanPengacara 

Kedua istilah ini sebenarnya bermakna sama, walaupun ada beberapa 

pendapat yang menyatakan berbeda. Sebelum berlakunya UU nomor 18 tahun2003, 

istilah untuk pembela keadilan plat hitam ini sangat beragam, mulai dari istilah 

pengacara, penasihat hukum, konsultan hukum, advokat dan lainnya. 

Pengacara sesuai dengan kata-kata secara harfiah dapat diartikan sebagai 

orang yangberacara, yangberartiindividu,baik yangtergabungdalamsuatukantor 

secara bersama-sama atau secara individual yang menjalankan profesi sebagai 

penegak hukum plat hitam di pengadilan. 

Sementara advokat dapat bergerak dalam pengadilan, maupun bertindak 

sebagai konsultan dalam masalah hukum, baik pidana maupun perdata. Sejak 

diundangkannya UU nomor 18 tahun 2003, maka istilah-istilah tersebut 

distandardisasi menjadi advokat saja. 

Dahuluyangmembedakankeduanyayaitu: 

a. Advokatadalah seseorang yang memegang izin ber"acara" di Pengadilan 

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman serta mempunyai wilayah 

untuk "beracara" di seluruh wilayah Republik Indonesia. 

b. Pengacara Praktikadalah seseorang yang memegang izin praktik / beracara 

berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Tinggi setempat di mana wilayah 

beracaranya adalah "hanya" diwilayah Pengadilan Tinggi yang mengeluarkan 

izin praktik tersebut. 

3. KonsultanHukum 

Konsultan hukum atau dalam bahasa Inggris counselor at law atau legal 

consultant adalah orang yang berprofesi memberikan pelayanan jasa hukum dalam 

bentuk konsultasi, dalam sistem hukum yang berlaku di negara masing-masing. 

UntukdiIndonesia,sejakUUnomor18tahun2003berlaku,semuaistilah 
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mengenai konsultan hukum, pengacara, penasihat hukum dan lainnya yang berada 

dalam ruang lingkup pemberian jasa hukum telah distandardisasi menjadi advokat. 

4. Jaksadan Polisi 

Dua institusi publik yang berperan aktif dalam menegakkan hukum publik di 

Indonesia adalah kejaksaan dan kepolisian. Kepolisian atau polisi berperan untuk 

menerima, menyelidiki, menyidik suatu tindak pidana yang terjadi dalam ruang 

lingkup wilayahnya. 

Apabila ditemukan unsur-unsur tindak pidana, baik khusus maupun umum, 

atau tertentu, maka pelaku (tersangka) akan diminta keterangan, dan apabila perlu 

akan ditahan. Dalam masa penahanan, tersangka akan diminta keterangannya 

mengenai tindak pidana yang diduga terjadi. 

Selain tersangka, maka polisi juga memeriksa saksi-saksi dan alat bukti yang 

berhubungan erat dengan tindak pidana yang disangkakan. Keterangan tersebut 

terhimpundalamberitaacarapemeriksaan (BAP) yangapabiladinyatakan P21atau 

lengkap, akan dikirimkan ke kejaksaan untuk dipersiapkan masa persidangannya di 

pengadilan. 

Kejaksaan akanmenjalankanfungsipengecekan BAPdananalisisbukti-bukti 

serta saksi untuk diajukan ke pengadilan. Apabila kejaksaan berpendapat bahwa 

bukti atau saksi kurang mendukung, maka kejaksaan akan mengembalikan berkas 

tersebut ke kepolisian, untuk dilengkapi. Setelah lengkap, maka kejaksaan akan 

melakukan proses penuntutan perkara. Pada tahap ini, pelaku (tersangka) telah 

berubah statusnya menjadi terdakwa, yang akan disidang dalam pengadilan.Apabila 

telah dijatuhkan putusan, maka status terdakwa berubah menjadi terpidana. 

 

 SejarahSingkatHukum 

Pada jaman Pemerintahan Hindia Belanda dahulu, terdapat beberapa lembaga 

peradilan yang berlaku bagi orang-orang atau golongan yang berbeda, yaitu 1) 

pengadilan gubernemen, lembaga peradilan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan 

Hindia Belanda; 2) peradilan swapraja (zelfbestuurrechtspraak), yaitu suatu peradilan 

yang diselenggarakan oleh sebuah Kerajaan, diatur dalam suatu peraturan swapraja 

tahun 1938 (Zelffbestuursregelen 1938); 3)peradilan adat (inheemse rechtspraak)diatur 

dalam Staatsblaad 1932-80 yangdalam pasal 1-nya menyebut tidak kurangdari 13 (tiga 

belas) karesidenan yang ada peradilan adat; 4) peradilan agama  
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(godienstigerechtspraak) diatur dalam pasal134 ayat (2) Indische Staatsregeling diatu 

lebih lanjut dalam S. 1882-152, kemudian diubah dalam S. 1935-102 yang dalam pasal 

3a RO (reglement op de rechterlijke organisatie) disebut hakim-hakim perdamaian desa 

(dorpsrechter). 

Ilmu hukum berasal dari Bangsa Romawi, karena bangsa ini telah dianggap 

mempunyai hukum yang paling baik dan sempurna bila dibandingkan dengan hukum 

yang ada dan berkembang di negara-negara lain. Konsekuensinya perkembangan dan 

penyempurnaan hukum di negara-negara lain selalu dipengaruhi oleh Hukum Romawi. 

Bahwa, ilmu hukum adalah pengetahuan mengenai masalah yang bersifat 

manusiawi, pengetahuan tentang yang benar dan tidak benar menurut harkat 

kemanusiaan. Ilmu yang formal tentang hukum positif sintesa ilmiah tentang asas- asas 

yang pokok dari hukum. Ilmu hukum adalah nama yang diberikan untuk mempelajari 

hukum suatu penyelidikan yang bersifat abstrak, umum dan teorotis, yang berusaha 

mengungkapkan asas–asas yang pokok dari hukum. 

 

 

Kesimpulan  

Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang 

dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. 

Menurut Kamus Oxford, hukum adalah sistem peraturan yang diakui oleh suatu 

negara atau komunitas tertentu sebagai pengatur tindakan para anggotanya dan yang 

dapat ditegakkan dengan pengenaan hukuman 

Hukum di Indonesia menganut sistem hukum campuran, hukum agama dan 

hukum adat.Mempunyai kontribusi awal terhadap pengembangan hukum di Indonesia 

yang terdiri dari sistem hukum Eropa Kontinental (Hukum sipil (sistemhukum). 

Keseluruhan hukum tersebut dimuat dan diatur dalam Peraturan perundang-undangan 

Indonesia di Indonesia. 

Dan Adapun jenis-jenis hukum di indonesia adalah: 

Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum 

Tata Negara, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Antartata Hukum, Hukum Adat dan 

Hukum Islam. 

Hukum juga memiliki 4 istilah yakni: 

Advokat, Advokat dan Pengacara, Konsultan Hukum dan Jaksa dan Polisi. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_adat
https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_sipil_(sistem_hukum)
https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_sipil_(sistem_hukum)
https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_perundang-undangan_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_perundang-undangan_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_perundang-undangan_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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Asal muasal hukum dan sejarah singkatnya dahulu pada jaman Pemerintahan 

Hindia Belanda dahulu, terdapat beberapa lembaga peradilan yang berlaku bagi orang- 

orang atau golongan yang berbeda, yaitu 1) pengadilan gubernemen, lembaga peradilan 

yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Hindia Belanda; 2) peradilan swapraja 

(zelfbestuurrechtspraak), yaitu suatu peradilan yang diselenggarakan oleh sebuah 

Kerajaan, diatur dalam suatu peraturan swapraja tahun 1938 (Zelffbestuursregelen 

1938); 3) peradilan adat (inheemse rechtspraak) diatur dalam Staatsblaad 1932-80 yang 

dalam pasal 1-nya menyebut tidak kurang dari 13 (tiga belas) karesidenan  

yang ada peradilan adat;4)peradilan 

agama(godienstigerechtspraak)diaturdalampasal134ayat 

(2) Indische Staatsregeling diatur lebih lanjut dalam S. 1882-152, kemudian diubah 

dalam S. 1935-102 yang dalam pasal 3a RO (reglement op de rechterlijke organisatie) 

disebut hakim-hakim perdamaian desa (dorpsrechter). 

Ilmu hukum berasal dari Bangsa Romawi, karena bangsa ini telah dianggap 

mempunyai hukum yang paling baik dan sempurna bila dibandingkan dengan hukum 

Yang ada dan berkembang di negara-negara lain. Konsekuensinya perkembangan dan 

penyempurnaan hukum di negara-negara lain selalu dipengaruhi oleh Hukum Romawi. 
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